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Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan Yyang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.1

! Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan 2002



PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang sangat dalam saya haturkan kepada Allah SWT, atas

selesai disusunnya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada

1.

Kedua orang tua saya, yaitu ibu Siti Fatimah dan bapak Ahmad Aminin
serta kedua adik saya Dania Helwa dan Farhatul Fitri.

Seluruh kawan seperjuangan baik itu keluarga besar prodi Hukum
Keluarga UIN KHAS ataupun Fakultas Syariah UIN KHAS.

Seluruh teman seperjuangan baik keluarga besar Program Studi Hukum
Keluarga ataupun Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddig Jember.

Teman-temanku Gadir Squad, Green Kost Alam Hijau dan Ma’had
Lumba-Lumba yang tidak pernah lupa untuk memberikan masukan dan
dukungan kepada sesama teman baik itu dalam keadaan senang maupun
susah.

Seluruh perintis dan anggota Komunitas Sedulur: Pati Jember Pusat
maupun Sedulur Pati yang ada di cabang atau daerah-daerah yang menjadi
wadah bagi saya sehingga memperoleh banyak saudara.

Segenap crew nida bengkel skripsi yang dipimpin oleh Gus Faikul Hakim

selaku pemiliknya.



KATA PENGANTAR

- -

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan penelitian
ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung,
Sang pembawa panji kebebasan bagi umat manusia yaitu Muhammad SAW, serta
keluarganya, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa memperjuangkan
tegaknya panji-panji keislaman di dunia sebagai agama yang membewa rahmat
bagi seluruh alam. Amma ba’du. Penelitian ini adalah sumbangsi secara ilmiah
dari penulis, yang akan menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat berarti bagi
peneliti. Peneliti berharap terdapat manfaat yang dapat dipetik atas penelitian ini
secara menyeluruh, terutama secara keilmuan bagi umat manusia.

Kesuksesan ini dapa penulis peroleh karena mendapat dukungan dari
banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih
sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor UIN Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil selaku Dekan Fakultas

Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Wakil Dekan | Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
yakni Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
4. Wakil Dekan Il Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddig Jember

yakni Ibu Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I.

Vi



5. Wakil Dekan Il Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddig Jember
yakni Bapak Martoyo, S.H.l., M.H

6. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum
Keluarga.

7. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.l. selaku dosen pembimbing skripsi, atas
semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama
penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan
lancar.

8. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk
itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan guna untuk memperbaiki serta
penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat

bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 13 Juni 2023

Penulis

vii



ABSTRAK

Ahmad Muafa, 2023: Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Poligami
llegal (Studi Kasus di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)

Kata Kunci: Pandangan, Tokoh Agama, Poligami llegal

Problematika poligami di kalangan masyarakat Indonesia memang masih
menjadi salah satu polemik yang cukup eksis, meskipun secara yuridis telah diatur
dengan ketat terkait proses pelaksanaannya. Akan tetapi masyarakat tidak jarang
melewati prosedur yang sudah ditetapkan dengan cara melakukan poligami secara
ilegal atau dengan tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan. Penelitian ini
akan mengkaji pendapat tokoh agama yang ada di Desa Kencong terkait praktik
poligami ilegal sebagai satu problematika hukum dan sosial yang terjadi di Desa
Kencong dan juga mengkaji dampak dari poligami ilegal yang dilakukan oleh
beberapa masyarakat kencong.

Fokus penelitian yang dibahas: 1) Bagaimana pandangan tokoh agama
terhadap praktik poligami ilegal di Desa Kencong Kecamatan Kencong
Kabupaten Jember?, 2) Apa dampak yang terjadi karena praktik poligami ilegal
menurut pandangan tokoh agama di Desa Kencong Kecamatan Kencong
Kabupaten Jember: 1) Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap
praktik poligami ilegal di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember,
2) Untuk mengetahui dampak yang terjadi karena praktik poligami ilegal menurut
pandangan tokoh agama di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten
Jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode
studi kasus dengan pendekatan ‘kualitatif. Sumber® data’ yang digunakan pada
penelitian ini ;adalah sumber data-primer. berupa informasi yang didapat -dari
informan yang dipilih melalui ‘purposive sampling. Teknik pengumpulan: data
pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
Analisis data dalam penelitian ini ‘menggunakan prosedur analisa yaitu reduksi
data, penyajian data dan verifikasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Poligami ilegal menurut
pandangan tokoh agama di Desa Kencong terbagi menjadi dua pandangan yaitu
pandangan pertama menyatakan bahwa poligami ilegal sah secara hukum
perkawinan dalam islam selama poligami yang dilakukan berlandaskan prinsip
suami dapat berlaku adil. Pendapat ini tidak menekankan adanya pemenuhan
persyaratan yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan pandangan kedua
menyatakan bahwa poligami ilegal secara hukum perkawinan islam merupakan
perbuatan yang sah secara syariat apabila prinsip keadilan ini harus juga
mengakomodasi seluruh persyaratan yang diatur oleh Undang-undang terkait
poligami. 2) Dampak yang terjadi dari sebuah pernikahan terdapat lima dampak
yaitu sebagai berikut: a) Tidak terpenuhinya hak-hak seorang istri, b) Anak dari
hasil poligami ilegal tidak bisa menjadi ahli waris, ¢) Keluarga kurang harmonis,
d)Kurang baiknya hubungan istri pertama dengan istri yang lainnya, e) Suami
lebih memihak kepada istri pertama daripada istri yang lainnya.

viii



DAFTAR ISl

HALAMAN JUDUL ... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING..........ccooiiiiiiiiiiceee e i
LEMBAR PENGESAHAN ... il
MOTTO o v
PERSEMBAHAN ...ttt %
KATA PENGANTAR ..ottt Vi
ABSTRAK et viii
DAFTAR ISt iX
BAB | PENDAHULUAN .. ottt 1
A LatgB ek . ol . — - 1
B. FOKUS PENEIITIAN ......eoiiiiie it 9
C. Tujuan PenEIItIAN .........ccoiiiiiieicee e 9
D. Manfaat Penelitian ... s 9
8 Pefigiy Istdahl 4. & & -F3 %ALY --NEL )L, 10
F. Sistematika Pembahasan .i...cc....ic oot 12
BAB Il KAJIAN KEPUSTAKAAN ..o 14
A. Penelitian Terdahulu ... 14
B. KaJIAN TEOM c..ecuiiiiiiiiiie e 21
BAB 111l METODE PENELITIAN ..o 39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian............ccocvvviiiinncnc i, 39
B. Lokasi Penelitian ...........ccccoiiiiiiiiii e 40
C. Subyek Penelitian..........ccooiiiririiieie s 41



D. Teknik Pengumpulan Data...........ccccceevveieeiiiie e

E. ANALISIS DA ......ccvviiiieiiiiiie e

F. Keabsahan Data...........cccovreieeirinieiiseseieesie e

G. Tahap-tahap Penelitian.............cccoveiiieiiiic e
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS ...
A. Gambaran Objek Penelitian ..........cccocoovviiiiiiiiieec e

B. Penyajian Data dan Analisis...........cceccoeiieiiiieiic e

C. Pembahasan TemuaN.........c.ccciueveiiieiiiiii e
BAB V PENUTUP ...t
A KESIMPUIAN ...ttt ir e e sraeeae s

B. SaNgilmmss———.. N NG
DAFTAR PUSTAKA ..ttt

LAMPIRAN-LAMPIRAN

41

43

44

45

47

47

49

61

66

66

67

68



BAB |

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan hubungan atau ikatan yang terjadi antara
perempuan dan laki-laki, hal ini sangat berkaitan erat dengan agama, karena
dalam semua agama pasti terdapat kaidah — kaidah yang berkaitan tentang
pernikahan. Pernikahan bukan semata-mata hanya ingin bersenang-senang
saja, pernikahan harus diperhatikan dengan baik dan benar, pernikahan yang
dilakukan apakah sudah sah atau tidak dalam pandangan syariat islam maupun
menurut Undang-undang Perkawinan. Di Indonesia, perkawinan dianggap sah
apabila “dilakukan dan dilaksanakan serta tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya. (2) = Tiap perkawinan dicatat sesuai peraturan perundangan-
undangan yang berlaku. Selain pada.Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi
Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan pada pasal 5 ayat (2) bahwa demi
terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam,
maka perkawinan harus dicatat. Penegakan dalam pernikahan menurut syariat
Islam bertolak belakang dengan ketentuan negara dan pemerintah (Umara’),
bahwa sebuah pernikahan haruslah dicatat. Bilamana terjadi antara hubungan

suami-istri yang tidak dicatatkan dalam Akta Nikah karena suatu sebab, dalam



KHI menunjukkan peluang pengajuan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan
Agama.

Perkawinan merupakan jalan yang dapat ditempuh untuk
menghalalkan sebuah hubungan badan. Islam memberikan konsepsi terkait
perkawinn adalah sebuah akad yang dilakukan untuk mengikatkan hubungan
antara laki-laki dan perempuan agar dapat menjadikan hubungan keduanya

> Dengan adanya perkawinan maka status keharaman

legal secara syar’i.
berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan berubah menjadi halal.
Berdasarkan hal ini, hakikat perkawinan adalah upaya untuk melegalkan
hubungan badan yang ditujukan untuk mempertahankan kemasalahatan sesuai
dengan anjuran sunnah yang telah dianjurkan Rasulullah SAW. Sehingga,
perubahan status kehalalan untuk berhubungan badan tidak dapat dimaknai
hanya sekedar memuaskan nafsu saja, akan tetapi ada makna lain yaitu
membangun | relasi <dalam wujud", rumah. tangga' yang. ditujukan untuk
menciptakan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah wa rohmah.?
Menciptakan: rumah ;tangga yang-sakinnah mawaddah wa rohmah

merupakan tujuan dari adanya sebuah perkawinan. Hal ini sesuai dengan surah

Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

2 Abdillah Furgon, Hukum Perkawinan, (Jakarta: PT Grafika Media, 2017), 11.
® Arsy Humairoh, Hikmah-Hikmah Perkawinan, (Bandung: AZ Media Center, 2019), 18.
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Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar
Rum:21)”.

\
|

Ot \\

Ayat ini menunjukkan makna yang sangat dalam. Secara garis besar,
kebesaran Allah SWT sebagai pencipta alam semesta tidak luput dari hal-hal
kecil, dengan bukti bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama
yaitu manusia. Kemudian menciptakan rasa yang dinamakan cinta sehingga
dapat dirasakan oleh setiap orang. Hal ini membuktikan bahwa sunnatullah
berupa mencintai dan menjalin relasi bagi seseorang adalah realitas yang tidak
terbantahkan. Dan dalam hal ini, Allah SWT membuat satu institusi yang
dapat melegalkan perasaan tersebut terwujud yaitu berupa perkawinan. Dan
dengan melaksanakan perkawinan maka seseorang diarahkan untuk mencapai
sesuatu yang Allah tujukan yaitu keluarga yang sakinnah mawaddah wa
rohmah.”

Konsep perkawinan dalam agama islam didasarkan atas syariat yang
telah dirumuskan oleh para ulama dengan mengambil sumber hukum dari
Alqur’an dan Assunah. Secara teknis, perkawinan dapat dikatakan memiliki
akibat hukum jika telah memenuhi beberapa persyaratan yaitu rukun dan

syarat perkawinan. rukun dan syarat perkawinan dalam beberapa pandangan

* Assabil, Alqur’an dan Terjemahannya, (Yogyakarta: Assabil Press, 2006), 339.
> Ahmad Azzamil, Rahasia Pernikahan (Kajian tentang Ayat-ayat Pernikahan),
(Semarang: CV Kurnia Perdana, 2019), 27.



ulama memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini merujuk pada penafsiran
dari Alqur’an dan Sunnah yang berbeda dari setiap padangan ulama. Akan
tetapi, perbedaan ini secara prinsipil dapat dicarikan jalan keluarnya ketika
seseorang telah menganut pandangan mazhab tertentu sehingga seseorang
harus mengikuti rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh
seorang imam mazhab tersebut.® Selain dari rukun dan syarat perkawinan yang
mengacu pada konteks agama, peraturan perundang-undangan memberikan
persyaratan lainnya yaitu berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU No. 1/1974 tentang
Perkawinan yaitu perkawinan merupakan hal yang harus dicatatakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Persyaratan akan
pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang dibebankan
negara kepada setiap pihak yang melaksanakan perkawinan, agar perkawinan
yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia
sehingga aspek kepastian hukumnya dapat terjamin; menurut hukum yang
berlaku.

Hukum positif yang mengatur hal-ihwal perkawinan selain dari UU
No. 1/1974 adalah Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam adalah
peraturan perundang-undangan yang secara garis besar berisi hal-hal yang
berkaitan dengan syariat Islam.® Diundangkannya KHI dengan dasar hukum
Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 merupakan keberhasilan umat islam untuk

memberikan pedoman dasar pada praktik siyasah gadhaiyyah bagi umat

® Jaelani Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, (Semarang: CV Adi Jaya, 2017), 29.

" Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 2 ayat 2.

® Rahmat Baihagi, Kompilasi Hukum Islam dan Eksistensinya dalam Peraturan
Perundang-undangan, (Yogyakarta: MD Press, 2017), 9.



muslim Indonesia agar tidak terdapat tafsir hukum ganda atas permasalahan-
permasalahan umat muslim secara signifikan. Substansi dari KHI merupakan
hasil ijtihad para ulama Indonesia yang melihat berbagai literatur kitab-kitab
figh dan mencocokannya dengan kultur dan adat yang terdapat di Indonesia.

Agama Islam memandang seorang laki-laki dapat menikahi seorang
perempuan lebih dari satu dan maksimal 4 orang perempuan, inilah yang
dinamakan poligami. Poligami berarti bahwa seorang pria dapat memiliki
lebih dari satu istri, tetapi tidak lebih dari empat. Jika melebihi 4, berarti
mengingkari kebaikan yang diperintahkan Allah SWT untuk kemaslahatan
hidup pria dan wanita. Poligami dikenal dan dipraktikkan oleh berbagai
bangsa di berbagai belahan dunia dan juga oleh agama-agama sebelumnya
sebelum Islam. Namun, pada masa itu poligami tidak hanya terbatas pada
perempuan yang ingin berpoligami, tetapi perempuan hanya dianggap sebagai
obyek, seperti yang dilakukan di negara Arab pra Islam.’

Poligami dalam Islam dibatasi hanya empat istrirsekaligus dan tunduk
pada persyaratan khusus dan: seperangkat;syarat yang dikenakan pada
pelakunya. Syarat paling utama untuk berlaku adil adalah menikah dengan

10
l.

wanita jika takut tidak berlaku adil.” Hal ini tercantum dalam surat An Nisa’

ayat 3 yang berbunyi:

® Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat 1, (Bandung; CV. Pustaka Setia,

1999), 131

44

10 Abdur Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992),
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Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,
Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.
yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki dapat
mengawini seorang perempuan lebih dari satu dan maksimal empat orang istri,
itupun jika seorang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan jika
tidak dapat berlaku adil maka cukup menikahi satu perempuan saja.

Poligami hukumnya mubah, namun dalam agama Islam poligami
dianggap mempunyai banyak resiko atau mudharat daripada manfaatnya
dikarenkan sifat manusia yang tidak terlepas dari iri, cemburu, dengki dan
suka mengeluh. Maka dari itu, adanya poligami dapat menimbulkan konflik
didalam kehidupan-hubungan keluarga.

Setiap perkawinan poligami harus diajukan ke pengadilan agama.
Dengan kata lain, Pengadilan Agama merupakan gerbang terakhir keluarnya
perkawinan poligami di Indonesia. Masyarakat yang menginginkan
perkawinan poligami tidak hanya harus meminta izin dari pihak perempuan

sebagai istri, tetapi juga harus meminta persetujuan dari pengadilan agama,

dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi (adil dan layak secara finansial).



Jika pengadilan agama memutuskan bahwa syarat-syarat yang
diperlukan tidak terpenuhi, poligami tidak dapat dilakukan, dan jika
sebaliknya pengadilan agama menerima permintaan suami Yyang ingin
berpoligami, berarti tidak ada masalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa
poligami mempengaruhi keharmonisan keluarga dan psikologi perempuan
sebagai istri. Menurut Muhammad Abduh, poligami justru menimbulkan
permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak. Selain
itu, tentu saja dampak yang tidak kalah besar yaitu perceraian akibat
ketidakharmonisan keluarga yang mengalami kasus poligami.

Hukum asal pernikahan bagi islam adalah monogami, karena dengan
monogami dapat dengan mudah menghilangkan sifat cemburu, tersinggung,
serta hal lain yang menyebabkan terjadinya pertikaian. Tingkah laku tersebut
bisa muncul apabila hidup dalam keluarga yang melakukan praktik poligami.
Oleh karena itu, poligami ' hanya; diperbolehkan ' dalam kondisi darurat,
misalnya istri nyatanya mandul maupun cacat tubuh. Karena bagi Islam, anak
sangat bermanfaat untuk- manusia;setelah meninggal dunia kalau amalnya
tidak tertutup berkah terdapatnya keturunan yang sholeh yang senantiasa
berdo’a kepada kedua orang tuanya nanti. Apabila kondisi istri tidak bisa
memberikan keturunan dalam pernikahannya yang diperkuat dengan
penjelasan kedokteran, maka suami diizinkan berpoligami dengan ketentuan
dia betul- betul sanggup memadai nafkah buat seluruh keluarga serta wajib

berlaku adil dalam hal pembagian nafkah lahir serta giliran waktu tinggalnya.



Praktik perkawinan poligami yang dijalankan di Desa Kencong,
Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember bisa dikatakan sama dengan nikah
siri. Dalam undang- undang perkawinan pasal 2 ayat 2 disebutkan kalau
“Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang - undangan yang
berlaku”. Namun kenyataan yang terjadi di Desa Kencong, Kecamatan
Kencong, Kabupaten Jember terdapat sebagian individu yang melaksanakan
poligami tetapi tidak mendapatkan restu dari istri dan pihak keluarga yang
menyebabkan pertengkaran dan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga
juga terhadap kesetaraan hak terhadap istri. Hal ini yang dimaksud dengan
poligami ilegal yang mana melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain
tanpa adanya izin dari istri terdahulu. Desa Kencong sendiri merupakan salah
satu desa yang masyarakatnya memiliki pengetahuan agama secara beragam.
Terdapat beberapa pondok pesantren yang didalamnya memiliki tokoh-tokoh
agama yang alim dan berpengetahuan luas.

Dengan didasari “fokus penelitian diatas, oleh karenanya peneliti
berkeinginan untuk meneliti kasus poligami ilegal terkhusus di Desa Kencong,
Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Alasan peneliti mengambil lokasi
penelitian di Desa Kencong adalah karena di Desa Kencong, Kecamatan
Kencong, Kabupaten Jember, merupakan salah satu desa yang terdapat
masalah poligami ilegal. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui pandangan
tokoh agama yang ada di desa Kencong terhadap poligami ilegal yang
dilakukan oleh masyarakat sekitar. Sesuai dengan yang dipaparkan, peneliti

memiliki ketertarikan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul



“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus di

Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)”.

. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka terdapat
beberapa fokus penelitian:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik poligami ilegal di
Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?

2. Apa dampak yang terjadi karena praktik poligami illegal menurut
pandangan tokoh agama di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten
Jember?

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama tentang praktik poligami ilegal
di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui dampak karena praktik poligamisilegal menurut tokah
agama di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan berjudul “PANDANGAN TOKOH AGAMA

TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus di Desa Kencong

Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)” adalah rasa ingin tahu peneliti

terkait pandangan tokoh agama terhadap praktik poligami ilegal yang

dilakukan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, terdapat beberapa

manfaat dari penelitian ini yaitu:
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1. Manfaat teoritis

a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan serta memberi
pemahaman juga menambah pengetahuan terkait praktik poligami
ilegal yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Keberhasilan penelitian ini bertujuan agar dapat digunakan pada
penelitian-penelitian  selanjutnya, agar terdapat adanya suatu
pembahasan perkembangan hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Keberhasilan penelitian ini diharapkan memberi kemanfaatan
pemahaman yang mendalam tentang praktik poligami ilegal.

b. Bagi Universitas, Hasil penelitian ini sebagai Kkonstribusi dan
tambahan khazanah keilmuan dan juga menambah koleksi yang ada di
perpustakaan UIN Kiai Achmad Siddig Jember.

c. Keberhasilan. penelitian ini bertujuan. supaya -diaplikasian agar
bertambahnya informasi keilmuan ‘bagi masyarakat yang ingin
mengetahui tentang praktik poligami ilegal.

E. Definisi Istilah
Dalam sebuah penelitian judul adalah unsur terpenting yang harus
diketahui dan dipahami, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan juga
kebingungan mengenai konteks penelitian. Oleh karena itu peneliti
menjelaskan beberapa definisi istilah mengenai istilah dari judul “Pandangan
Tokoh Agama Terhadap Praktik Poligami llegal (Studi Kasus di Desa

Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)”.
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1. Pandangan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandangan
berarti sesuatu atau seseorang Yyang dipandang, hasil perbuatan
memandang, pemgetahuan, dan pandangan.'’ Dari pengertian ini,
pandangan adalah pendapat yang dikeluarkan oleh seseorang tentang suatu
hal.
2. Tokoh Agama
Tokoh menurut KBBI artinya rupa, macam, orang Yyang
terkemuka.'? Sedangkan agama adalah sistem atau ajaran yang mengatur
keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang berhubungan dengan
manusia dan lingkungannya.”®* Jadi tokoh agama adalah orang yang
termasyhur dalam mengajarkan ajaran agamanya.'* Dalam penelitian ini
yang dibahas adalah tokoh agama islam.
3. Poligami llegal
Poligami ilegal terdiri dari dua kata yaituwpoligami dan ilegal.
Poligami sendiri dalam KBBI berarti sistem-perkawinan dimana satu pihak
menikah dengan beberapa orang yang berlainan jenis kelamin dalam
waktu yang bersamaan.”® Sedangkan ilegal menurut KBBI adalah tidak

sah menurut hukum® Dapat disimpulkan bahwasanya poligami ilegal

1 «pandangan”, KBBI online, diakses 01 Agustus 2022, https://kbbi.web.id/pandangan.

12 «Tokoh”, KBBI online, diakses 01 Agustus 2022, https://kbbi.web.id/tokoh.

13 “Agama”, KBBI online, diakses 01 Agustus 2022, https://kbbi.web.id/agama.

4 Karimi Toweren, Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama
Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah, Journal of Islamic Education, Volume 1 No. 2,
2018, 261.

15 «poligami”, KBBI online, diakses 01 Agustus 2022, https://kbbi.web.id/poligami.

16 “Ilegal”, KBBI online, diakses 01 Agustus 2022, https://kbbi.web.id/ilegal.



https://kbbi.web.id/tokoh
https://kbbi.web.id/agama
https://kbbi.web.id/poligami
https://kbbi.web.id/ilegal
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berarti perkawinan seorang pria dengan lebih dari satu wanita dalam waktu
bersamaan yang tidak diakui dan tidak tercatat menurut hukum serta tanpa
perizinan istri pertama.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini diperlukan agar pembaca atau peneliti sendiri dapat
memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian
ini adalah:

BAB | berisi pendahuluan meliputi konteks penelitian, fokus
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB Il berisi kajian kepustakaan, dalam bab ini menguraikan tentang
penelitian terdahulu dan" kajian teori. Penelitian terdahulu ini merupakan
skripsi yang relevan dengan penelitian ini. Kajian teori dalam penelitian ini
terdiri dari pernikahan dan poligami.

BAB |11l berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi - pendekatan dan © jenis penelitian, subyek. penelitian, teknik
pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV menjelaskan tentang pembahasan yang berisi tentang hasil
dan analisis yang ditemukan dalam penelitian. Disini juga dibahas tentang
jawaban dari adanya penelitian ini tentang pandangan tokoh agama terhadap
praktik poligami ilegal di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten
Jember.

BAB V merupakan bagian akhir yakni penutup yang menjelaskan

kesimpulan dari pembahasan dan analisis dalam penelitian ini serta memuat
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saran yang berkaitan dengan inti permasalahan agar penelitian ini bisa

dilakukan dengan lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id



BAB Il

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu
1. Skripsi Moh. Hanafi pada tahun 2020 dengan judul “Penerapan Giliran
Bermalam Pada Pasangan Poligami llegal (Studi Kasus di Desa Sentol
Kecamatan Pandemawu Kabupaten Pamekasan)”.

Poligami boleh dilakukan dengan aturan harus berlaku adil, tetapi
masyarakat Desa Sentol tidak memenuhi syarat poligami sebagaimana
yang di tetapkan Al Qur’an karena lebih mengutamakan istri yang cantik.
Oleh karena itu kajian penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan
giliran bermalam pada pasangan poligami ilegal di Desa Sentol
Kecamatan Pandemawu Kabupaten Pamekasan. Kedua Bagaimana
pandangan hukum Islam terhadap penerapan giliran bermalam pada
pasangan poligami ilegal di Desa Sentol Kecamatan Pandemawu
Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini adalah kebanyakan masyarakat
Desa Sentol Kecamatan Pandemawu Kabupaten Pamekasan  sering
terjadinya percekcokan dikarenakan kurang adilnya pembagian waktu
menginap antara istri pertama dan kedua. Persamaan penelitian ini dengan
peelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang
poligami ilegal. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu

memfokuskan objek penelitian di Desa Sentol, Kecamatan Pandemawu,

14
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Kabupaten Pamekasan, Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti
berfokus pada Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.'’

2. Skripsi Abd Hasyim pada tahun 2017 dengan judul “Pandangan
Perempuan yang Dipoligami Secara llegal Terhadap Pemenuhan Hak
Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tobai Barat Kecamatan
Sokobanah Kabupaten Sampang)”.

Syarat poligami harus terpenuhi agar seorang perempuan
terlindungi haknya dengan baik. 15 Masyarakat Desa Tobai Barat masih
melakukam praktik poligami secara ilegal. Fokus masalah yang akan
dipecahkan dalam kajian ini adalah bagaimana pemenuhan hak istri yang
dipoligami secara ilegal dan bagaimana pandangan sang istri tersebut
terhadap pemenuhan haknya. -~ Hasil penelitian ini adalah tidak
terpenuhinya beberapa hak istri secara sempurna, dan kurang adilnya
perlakuan ‘suami pada istri-istrinya; Komparasi; antara penelitian ini
dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama “membahas mengenai
poligami ilegal. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, penelitian
terdahulu memfokuskan objek penelitian di Desa Tobai Barat, Kecamatan
Sokobanah, Kabupaten Sampang, sedangkan penelitian yang dilakukan
peneliti berfokus pada Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten

Jember.'

"Moh Hanafi, "Penerapan Giliran Bermalam Pada Pasangan Poligami llegal (Studi
Kasus di Desa Sentol Kecamatan Pandemawu Kabupaten Pamekasan”, (Skripsi: IAIN Madura,
2020), 5.

¥Abd Hasyim, “Pandangan Perempuan yang Dipoligami Secara llegal Terhadap
Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah
Kabupaten Sampang)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Malang, 2017), 21
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3. Skripsi Siti Humaira Septiani pada tahun 2021 dengan judul Skripsi
“Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Ilegal (Tinjauan Yuridis
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuningan
Nomor:850/pdt.G/2020/PA.Kng)”.

Pembahasan dalam penelitian ini memfokuskan pada kajian
putusan yang menganilisis pertimbangan hukum hakim terhadap putusan
pengadilan tentang pembatalan perkawinan karena poligami secara ilegal
yang terjadi di lingkup Pengadilan Agama Kuningan. Hasil dari penelitian
ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim mendasarkan
pertimbangannya pada peraturan perundang-undangan terkait poligami
yang terdapat dalam KHI atau UU Perkawinan. Hakim memutuskan untuk
membatalkan perkawinan karena pandangan hakim terhadap praktik
poligami yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan tidak memiliki
landasan ' legal ‘secara konsekuen, ' sehingga ‘pembatalan perkawinan
dipandang sangat penting untuk menghindarkan perkawinan ke arah yang
mudhorot. Komparasi penelitian, terdahulu dengan penelitian ini yaitu
sama-sama membahas poligami ilegal. Sedangkan perbedaannya terletak
pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu memfokuskan pada
penelitian yang mendasarkan pada analisis putusan terkait pembatalan
perkawinan poligami yang dilakukan tidak berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada
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praktik poligami ilegal yang dianalisis secara kualitatif dengan
mendasarkan pada pandangan tokoh agama yang ada di Desa Kencong.™

4. Skripsi Nursidah pada tahun 2016 dengan judul Skripsi “Dampak
Poligami Di Bawah Tangan (Studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan
Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal)”.

Sesuatu yang ilegal pasti mempunyai akibat buruk. Begitu juga
dengan poligami yang diterapkan secara ilegal. Fokus kajian pada
penelitian ini yaitu bagaimana dampak poligami dibawah tangan di Desa
Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dampak dari poligami dibawah
tangan di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten
Mandailing Natal, suami  tidak bertanggung jawab atas kewajiban-
kewajiban yang harus dilakukan terhadap istri dan anaknya entah itu
nafkah ‘batin dan. dhahir kepada;istrinya ataupun memberikan kehidupan
yang layak kepada anaknya. Komparasi penelitian terdahulu dengan
penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dampak poligami ilegal
atau dibawah ‘tangan. Perbedaan penelitian initerdapat pada objek
penelitian, pada penelitian terdahulu objek penelitian terletak di Desa

Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal,

9Siti Humaira Septiani, “Pembatalan Perkawinan Karena Poligami llegal (Tinjauan
Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor:850/pdt.G/2020/PA.Kng)”,
(Skripsi: Universitas Jendral Soedirman, 2021), 6
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sedangkan pada penelitian ini objek penelitian terletak di Desa Kencong,
Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.?

5. Jurnal Rauzhatul Jannah pada tahun 2019 dengan judul “Penyelesaian
Poligami llegal melalui Jalur Hukum Pidana menurut Hukum Islam: Studi
Kasus di Pengadilan Negeri Jantho”.

Islam memperbolehkan dengan empat wanita saja untuk
berpoligami dengan catatan yang ditetapkan agama dan negara. Syarat
utamanya harus berlaku adil secara lahiriyah dan batiniyah. Praktek yang
terjadi di masyarakat, belum melaksanakan ketentuan tersebut. Fokus
kajian dalam penelitian ini yaitu mengapa kasus poligami ilegal di proses
secara hukum pidana, bagaimana akibat hukum dari proses pidana pada
kasus poligami ilegal, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
penyelesaian kasus poligami ilegal melalui jalur hukum pidana di
Pengadilan'Negeri Jantho. Didalam jurnal ini dijelaskan bahwa poligami
illegal tetap sah dalam pandangan agama selagi memnuhi syarat dan rukun
pernikahan, namun dalam negara, tidak dianggap sah jika tidak terpenuhi
persyaratan atau-administrasi yang ditetapkan oleh negara.?

Persamaan dari jurnal dengan peneltian ini adalah sama-sama
membahasa tentang poligami illegal, sedangkan perbedaannya adalah pada

jurnal melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jantho sedangkan padda

®Nursidah,Skripsi “Dampak Poligami Di Bawah Tangan (Studi Desa Bonca Bayuon
Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal) ", (Skripsi: IAIN Padangsidimpuan, 2016),

21 Rauzhatul Jannah, Penyelesaian Poligami llegal Melalui Jalur Hukum Pidana menurut
Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho, Vol. 4 No 3, 2019.
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penelitian ini melakukan studi kasus di Desa Kencong Kecamatan

Kencong Kabupaten Jember.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No | Penelitian Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Penelitian
dan Tahun Penelitian
Penelitian
1. | Skripsi Penerapan Giliran Peelitian yang Penelitian terdahulu
Moh. Bermalam Pada dilakukan peneliti | memfokuskan objek
Hanafi Pasangan Poligami adalah sama-sama | penelitian di Desa
pada tahun | llegal (Studi Kasus di | membahas tentang | Sentol, Kecamatan
2020 Desa Sentol poligami ilegal Pandemawu,
Kecamatan Kabupaten
Pandemawu Pamekasan,
Kabupaten Pamekasan. Sedangkan penelitian
yang dilakukan
peneliti berfokus
pada Desa Kencong,
Kecamatan Kencong,
Kabupaten Jember
2. | Skripsi Pandangan Perempuan | Persamaan antara | Penelitian terdahulu
Abd yang Dipoligami | penelitian ini |, memfokuskan objek
Hasyim Secara llegal Terhadap | dengan penelitian | penelitian di Desa
pada tahun | Pemenuhan Hak | terdahulu © “adalah | Tobai Barat,
2017 Dalam Perkawinan | sama-Sama Kecamatan
(Studi .Kasus di Desa.| membahas Sokobanah,
Tobai Barat-| poligami ilegal Kabupaten Sampang,

Kecamatan Sokobanah
Kabupaten Sampang)

sedangkan penelitian
yang dilakukan
peneliti berfokus
pada Desa Kencong,
Kecamatan Kencong,
Kabupaten Jember
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Skripsi Siti | Pembatalan Persamaan Penelitian  terdahulu
Humaira Perkawinan  Karena | penelitian memfokuskan pada
Septiani Poligami llegal | terdahulu dengan | Putusan  Pengadilan
pada tahun | (Tinjauan Yuridis | penelitian ini yaitu | Agama Kuningan
2021 Terhadap Putusan | sama-sama Nomor:850/pdt.G/20
Pengadilan Agama | membahas 20.PA.Kng.
Kuningan poligami illegal. Sedangkan pada
Nomor:850/pdt.G/202 penelitian ini
0/PA.Kng) memfokuskan
masyarakat yang ada
di Desa Kencong,
Kecamatan Kencong,
Kabupaten Jember.
Skripsi Dampak Poligami Di | Penelitian Penelitian initerdapat
Nursidah Bawah Tangan (Studi | terdahulu dengan | pada objek penelitian,
pada tahun | Desa Bonca Bayuon | penelitian ini yaitu | pada penelitian
2016 Kecamatan Lingga | sama-sama terdahulu objek
Bayu Kabupaten | membahas tentang | penelitian terletak di
Mandailing Natal). dampak  poligami | Desa Bonca Bayuon
ilegal atau | Kecamatan  Lingga
dibawah tangan. Bayu Kabupaten
Mandailing Natal,
sedangkan pada
penelitian ini objek
penelitian terletak di
Desa Kencong,
Kecamatan Kencong,
Kabupaten Jember
Jurnal Penyelesaian Poligami | Peneltian ini | Pada jurnal
Rauzhatul | llegal melalui Jalur | adalah sama-sama | melakukan penelitian
Jannah Hukum Pidana | membahasa di Pengadilan Negeri
pada tahun | menurut Hukum Islam: | tentang  poligami | Jantho sedangkan
2019 Studi Kasus di | illegal padda penelitian ini
Pengadilan Negeri melakukan studi
Jantho kasus di Desa

Kencong Kecamatan
Kencong Kabupaten
Jember
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B. Kajian Teori
1. Pernikahan
a. Pengertian Pernikahan
Nikah secara bahasa artinya mengumpulkan atau menyatukan.
Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan antara laki-laki
dengan perempuan sehingga hubungan antara keduanya menjadi sah.
Menurut UU Perkawinan, pernikahan ialah “ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan wanita sebagali suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.” Pernikahan adalah suatu fitrah manusia dan anjuran dari
Allah sehingga masing-masing pasangan harus menjaga ikatan
pernikahan tersebut.?

Perkawinan atau pernikahan merupakan upacara sakral yang
dilangsungkan untuk ‘mepersatukan. pria. dan wanita dengan sebuah
akad yang terjadi diantara keduanya dengan maksud untuk melegalkan
hubungan badan diantara keduanya.?* Akad yang dilangsungkan dalam
perkawinan tidak hanya sekedar akad yang keluar dari mulut semata,
akan tetapi terdapat dalam pelaksanaan akad tersebut disertai maksud
juga untuk mengikrarkan sebuah janji setia untuk mengikatkan dan
menautkan hati diantara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu

perkawinan dikaitkan dengan istilah mitsagan ghalidzan vyaitu

22 Catur Yunianto, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan, (Bandung:
Nusa Media, 2018), 7.

28 Burhanudin Ashnaf, Diktat Hukum Perkawinan, (Lampung: UIN Raden Intan Media,
2016), 2.
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perikatan yang kuat. Dalam Pasal 2 KHI memberikan definisi terkait
perkawinan vyaitu sebuah akad yang sangat kuat atau mitsagan
ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan menaatinya merupakan
ibadah.**

Ali Afandi berpendapat bahwa perkawinan merupakan persetujuan
secara khusus diantara laki-laki dan perempuan untuk membentuk
sebuah keluarga.”® Perikatan dalam sebuah akad perkawinan
didasarkan atas kesepkatan bersama untuk menjalin hubungan yang
memiliki tujuan materil dan immateril. Tujuan materil tersebut adalah
membentuk keluarga, berhubungan badan dan menghasilkan
keturunan, sementara tujuan immaterilnya adalah keduanya
mendapatkan ketenangan sesuai dengan tujuan perkawinan yang
termaktub dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu:*®

//// /a/,}}’/w//aieﬂ A E S }////,E~ PN
~ - V. 5. ol . -

\

e

W/ /ﬂ =
S

-
.
- e

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
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Ayat diatas memberikan gambaran terkait tujuan dari

perkawinan adalah mencapai kondisi yang diistilahkan sebagai

2 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

25 Ahmad Khoirur Rifki, Hukum Perkawinan, (Jakarta: Kaoku Persada, 2009), 9.

28 Al Fariq, Alqur’an Terjemah dan Tafsir, (Bandung: Al Farig Press, 2018), 779
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sakinnah mawaddah wa rohmah. Berdasarkan tujuan tersebut, maka

kedudukan perkawinan tidak dapat dipandang secara parsial saja yaitu

seperti tujuan menikah hanya untuk sekedar memuaskan nafsu syahwat
secara legal. Akan tetapi, terdapat tujuan-tujuan yang menjadi hikmah
dari dibuatnya institusi perkawinan salah satunya adalah mewujudkan
relasi untuk membagi kasih sayang antara manusia pria dan wanita
sehingga tercipta kemaslahatan diantara keduanya dan mencapai
puncaknya berupa kondisi sakinah mawaddah wa rohmah.?’
b. Hukum Pernikahan

Hukum melangsungkan pernikahan terbagi menjadi beberapa
bagian tergantung situasi, kondisi, dan faktor penyebabnya. Hukum-
hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

1) Wajib, apabila seseorang sudah mampu dan memiliki syahwat
yang besar sehingga dikhawatirkan terjadi perzinahan apabila tidak
segera menikah.

2) Sunnah, jika seseorang telah-mampu dari berbagai aspek dan
mampu menjalankan kewajibannya ketika telah menikah serta
tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan.

3) Haram, apabila seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk
menikah dan melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk

menyakiti pasangannya.

" Muhammad Falah, Hikmah Perkawinan, (Yogyakarta: PT Pratindo Press, 2018), 25.
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4) Makruh, apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk
menikah tetapi timbul rasa khawatir berbuat dzalim kepada
pasangannya atau tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya.

5) Mubah, apabila seseorang memiliki keinginan yang tidak begitu
kuat untuk menikah dan tidak ada halangan yang artinya orang
tersebut sebenarnya telah mampu dari segala aspek. Dalam hal ini
merupakan fase pertengahan, artinya keinginan untuk menikah atau
tidak itu seimbang.?

Hukum pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi
salah satu dari beberapa bab, Secara lebih spesifik, merupakan
kumpulan atau konten materi disiplin ilmu hukum Islam, yang terbagi
dalam satu rangkaian pasal yang berjumlah 299 pasal. KHI memiliki
tiga kelompok bahan hukum yaitu UU Perkawinan (170 Pasal),
Hukum Waris (44 Pasal) dan UU Wakaf (14 Pasal) dan pasal terakhir
yang mengatur ketiga kelompok hukum di atas.

Menurut; Kompilasi \Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan
sebagai berikut:

Perkawinan menurut hukum lIslam adalah perkawinan, yaitu
perikatan yang sangat kuat untuk mengikuti perintah Allah dan
melakukannya sebagai ibadah. Pernikahan berlaku untuk manusia.
Misalnya, kata nikah berasal dari kata Arab “nikahun” yang masdar

atau asal kata kerja “nakaha” yang bersinonim dengan “tazawaja”.

% Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari, Pernikahan Dalam
Islam, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 4-8.
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Sehingga kata kawin artinya ‘“adh-dhammu wattadaakhul” yang
bermakna tumpang tindih dan menyambung, sedangkan kitab lain
mengatakan nikah artinya “adh-dhammu wal-jam'u” artinya tumpang
tindih dan menyambung.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah.” Pada saat yang sama
dikatakan dalam istilah agama, perkawinan adalah perkawinan yang di
dalamnya dibuat suatu perjanjian atau perjanjian antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan untuk melegitimasi hubungan seksual
antara dua pihak pilihannya dan untuk kesenangan kedua belah pihak
serta untuk membangun keluarga yang bahagia. kehidupan belas kasih,
cinta dan damai dengan cara yang direstui Allah. Bila pengertian
perkawinan di atas dapat diikuti dan diimplementasikan secara positif
secara obyektif dalam kehidupan keluarga, maka hidup aman, damai,
dan sesuai dengan-makna kata “keluargaku adalah surgaku”.

Perkawinan “sebagai  institusi ~ yang disyariatkan untuk
memberikan status legal kepada seseorang untuk menjalin sebuah
hubungan yang pada asalnya haram tidak dapat serta merta
dilaksanakan tanpa adanya prasayat yang harus dipenuhi. Dalam
hukum islam, status legal perkawinan harus didasarkan pada
pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Para ulama dalam

menentukan rukun dan syarat berbeda-beda, hal ini dikarenakan
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penafsiran ulama atas teks-teks naqgli yang ada tentang perkawinan.
Mazhab Syafii menentukan rukun perkawinan adalah sebagai berikut:
a. Calon mempelai suami dan istri;

b. Wali Nikah;

c. Dua orang saksi;

d. ljab gabul.?®

Persyaratan yang ditentukan oleh Mazhab Syafii diakomodasi
menjadi rukun yang termaktub dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam. Rukun sebagai suatu hal yang bersifat wajib untuk dipenuhi
supaya pernikahan mampu dikatakan sah. Sedangkan syarat berkaitan
dengan rukun pernikahan agar pernikahan yang dilakukan sesuai
dengan tuntutan syariah Islam. Sebagaimana akad pada umumnya,
bahwa akad memiliki rukun yang sangat sentral yakni ijab gabul.
Secara umum bahwa rukun pernikahan meliputi adanya pengantin laki-
laki dan perempuan, kehadiran dari wali, terpenuhinya kehadiran dua
orang saksi, dilaksanakannya-ijab.dan gabul.

Adapun syarat pernikahan yakni kedua belah pihak harus jelas
orangnya dan ridlo serta berakal. Syarat wali, terdapat dua jenis wali
yakni wali nasab dan yang lainnya ialah wali hakim. Adapun syarat
saksi antara lain: mampu bertindak hukum, minimal ialah dua orang
laki-laki, berstatus sebagai seorang muslim, bisa melihat dan

mendengar, mampu berbuat adil, memiliki pemahaman dan mengerti

%% sholeh Mahmud, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: UH Press, 2017), 59.
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secara pasti akan maksud akad, dan dalam keadaan merdeka.
Kemudian ialah syarat ijab gabul, yakni lafadz yang diucapkan harus
memiliki sifat pasti, tidak terkandung makna yang ambigu dan
meragukan, lafadz akad memiliki sifat tuntas bersamaan dengan
tuntasnya sebuah akad, maksudnya akad yang telah dilaksanakan tidak
digantungkan pada syarat tertentu.*
c. Tujuan Pernikahan
1) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT
2) Membentengi nafsu
3) Melangsungkan keturunan yang sholeh sholehah
4) Menumbuhkan sikap tanggung jawab
5) Membuat hidup tenang dan tentram®
2. Poligami
a. Pengertian Poligami

Poligami merupakan sebuah kata yang.berasal dari bahasa
Yunani yaitu pali- yang bearti sesuatu-yang banyak dan gamos yang
berarti ikatan pernikahan. Dari definisi tersebut bisa ditarik kesimpulan
bahwasanya poligami berarti sebuah ikatan pernikahan yang memiliki
arti banyak dan jumlah yang tidak terbatas atau terkira.*

Poligami merupakan praktik beristri lebih dari satu dengan

memenuhi  syarat tertentu. Dalam hukum Islam, poligami

%0 |ffah Muzammil, Figh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam), 9-11.

%1 Ma’sumatun Ni’'mah, Pernikahan Dalam Syariat Islam, (Klaten: Cempaka Putih,
2019), 9.

%2 Bungaran Antonius Simanjuntak, Harimonous Famili, Upaya Membangun Keluarga
Harmonis, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 166
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dikonstruksikan bukan untuk dijadikan sebagai jalan untuk
merendahkan derajat wanita atau bertindak sewenang-wenang. Oleh
karena itu dalam hukum Islam, poligami disyaratkan boleh untuk
dilakukan dengan catatan suami dapat berlaku adil kepada para
istrinya. lIbrahim Hosen mengatakan
“Syarat adil kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum,
akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa
syarat agama yang menghendakinya, karena yang dikatakan
syarat hukum itu adalah yang dituntut sebelum adanya hukum,
seperti wudhu’ salah satu syarat sahnya sholat, dituntut
sebelum adanya sholat, karena shalat tidak sah jika tidak
adanya wudhu’. Maka shalat dengan wudhu’ tidak dapat
dipisahkan selama shalat belum selesai. Sedangkan adil tidak
dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami karena belum
belum dapat diwujudkan sebelum diwujudkannya poligami”.®
Hukum positif Indonesia tidak mengenal istilah poligami,
karena dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal-
pasalnya tidak terdapat diksi poligami. Akan tetapi hal ini tidak
mengindikasikan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur poligami.
Dalam UU Perkawinan-istilah poligami dikenal dengan diksi beristri
lebih dari satu yang dapat dilihat dalam+pasal 3 ayat 2 UU No. 1 tahun
1974. Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum positif yang
merupakan kodifikasi hukum islam dengan kegunaan sebagai hukum
materill orang-orang Islam, istilah poligami juga tidak disebutkan di

dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada Bab 1X Kompilasi Hukum Islam

tentang Beristri Lebih Satu Orang.

*Iprahim Hosen, Figih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalag, Rujuk, dan Hukum
Kewarisan, (Jakarta: yayasan Thya’ Ulumuddin Indonesia, 1971), 113
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Istilah poligami merupakan rujukan yang menggambarkan
perkawinan dengan subjek seorang suami yang melakukannya.
Sementara poliandri adalah gambaran seorang wanita yang menikahi
laki-laki selain suaminya. Namun pada praktiknya, poliandri di
Indonesia tidak dapat dibenarkan karena dianggap menabrak norma
sosial dan agama yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia.*
Hal ini juga berlaku bagi pelaku poligami yaitu poligami tidak dapat
dijalankan jika pihak suami tidak dapat memenuhi syarat-syarat
poligami yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
Pemberian syarat terhadap pelaksanaan poligami merupakan jalan
alternatif yang dapat ditempuh seseorang, karena pada hakikatnya
peraturan perundang-undangan dalam menentukan asas perkawinan
berpatokan pada asas monogami yang mengharuskan seorang laki-laki
hanya dapat memiliki‘satu istri sehagaimana tertera-dalam pasal 3 ayat
1 UU No. 1 tahun 1974.

Secara istilah, poligami berarti-seorang suami yang memiliki
beberapa istri dalam kurun waktu yang bersamaan. Sedangkan KBBI
mengartikan sebuah poligami sebagai ikatan pernikahan yang sah yang
mana dilakukan seorang suami terhadap beberapa istri dalam kurun
waktu yang bersamaan. Pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam lebih
rinci dalam mendefinisikan arti kata poligami yaitu seseorang memiliki

beberapa istri namun terbatas sampai empat orang.

% Januar Yulianto, Poligami dalam Hukum Indonesia, (Yogyakarta: PT Sinar Grafika,
2017), 14.
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Poligami ilegal secara definisi tidak memiliki patokan kosa
kata yang menjabarkannya, akan tetapi jika mengacu secara tekstual
berdasarkan hukum positif, poligami ilegal merupakan poligami yang
dilakukan dengan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan
Pernikahan.*® Tidak dicatatkannya poligami ilegal dikarenakan
terdapat persyaratan formil pengajuan pencatatan perkawinan yang
tidak terpenuhi yaitu tidak adanya izin poligami dari pengadilan sesuai
dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 UU No. 1/1974 dan Pasal 56 ayat 1
KHI, sehingga pihak yang ingin mengajukan pencatatan perkawinan
akan ditolak oleh KUA karena tidak mampu memberikan kelengkapan
berkas administratif pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam
PP No. 9 tahun 1975.

Praktik perkawinan ilegal saja sudah menimbulkan banyak
polemik dan problematika karena dianggap perkawinan yang ditempuh
melalui jalur ilegal “menimbulkan banyak mudhorot yang begitu
kompleks dan tidak merepresentasikan-nilai maslahat yang tersimpan
dalam ajarah Islam itu sendiri.*® Perkawinan ilegal yang dialakukan
dengan hanya terbatas melibatkan dua subjek hukum saja jika
ditempuh penuh dengan polemik dan problematik apalagi jika proses
ilegal tersebut kemudian dilakukan dalam bingkai perkawinan

poligami yang tidak hanya melibatkan dua subjek hukum saja, tentu

% Hamzah Fathurrohman, “Poligami Sirri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum
Keluarga”, Vol. Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (September 2016), 9.

% Nurul Indrayani, “Implementasi Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan Untuk Mengurangi
Praktik Perkawinan Sirri di Kabupaten Banjarnegara”, Jurnal Al-Ahwal Vol. 4 No. 2 (Mei 2017),
89.
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akan menjadikan poligami ilegal sebagai perbuatan yang jauh lebih
besar unsur kemudhorotannya bagi tiap orang yang melakukannya.
Dalam hal ini tidak berarti bahwa poligami merupakan hal yang selalu
dipenuhi kemudhorotan, karena pada dasarnya ketentuan poligami
dalam hukum positif maupun hukum Islam diatur serinci mungkin
dengan memberikan persyaratan yang cukup ketat agar poligami tetap
dapat diakses dengan koridor yang sudah ditetapkan untuk
mengarahkannya pada praktik syariat yang penuh dengan
kemaslahatan.
Hukum dan Syarat Poligami

Dalam hukum Islam juga diterangkan tentang poligami, namun
pada dasarnya asas dalam perkawinan adalah monogami. Hal ini
dijelaskan dalam surat An Nisa’ ayat 3, dalam surat ini dijelaskan
bahwa sesearang boleh melakukan paligami dengan memenuhi syarat
yang sudah ditentukan oleh Allah’'SWT. Syarat yang ditentukan Allah
SWT memlalui surat:An:Nisa’ ayat 3 yaitu dapat berlaku adil, dan jika
tidak dapat berlaku adil maka tidak diperbolehkan melakukan
poligami.

Keadilan yang menjadi syarat seseorang untuk melakukan
praktik poligami bukanlah merupakan syarat hukum, melainkan syarat
agama. Hal ini dikatakan syarat agama karena memang agama yang

menghendaki karena syarat hukum itu dituntut sebelum adanya
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hukum. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat dari Ibrahim Hosen

yang mengatakan bahwa:
“Syarat adil kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum,
akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa
syarat agama yang menghendakinya, karena yang dikatakan
syarat hukum itu adalah yang dituntut sebelum adanya hukum,
seperti wudhu’ salah satu syarat sahnya sholat, dituntut
sebelum adanya sholat, karena shalat tidak sah jika tidak
adanya wudhu’. Maka shalat dengan wudhu’ tidak dapat

dipisahkan selama shalat belum selesai. Sedangkan adil tidak

dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami karena belum

belum dapat diwujudkan sebelum diwujudkannya poligami”.*

Selain syarat keadilan tersebut, poligami yang akan dilakukan
harus terdapat persetujuan dari istri dan terdapat jaminan bahwa suami
mampu memenuhi hak dan kewajibannya kepada istri dan anak secara
adil.

Bab 9 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan persyarakatan
“beristri lebih satu orang” dalam bahasa undang-undang, dan poligami
dalam bahasa harfiah, melalui pasal 55-59. Pasal 55 berisi tentang
kesempatan untuk beristri‘lebih dari satu hanya terbatas pada 4 orang
dan harus dapat memenuhi nafkah baik istri-istri dan anak-anaknya,
serta bila tidak mampu memenuhi kebutuhannya tidak diperbolehkan
untuk poligami. Pasal 56 berisi tentang pengajuan pernikahan poligami
harus sesuai dengan tata cara yang di atur pada Bab VIII Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 57 mengatur tentang materi

prasyarat yang perlu dipenuhi dalam berpoligami seperti istri tidak

*"Ibrahim Hosen, Figih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalag, Rujuk, dan Hukum
Kewarisan, (Jakarta: yayasan [hya’ Ulumuddin Indonesia, 1971), 113
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dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, terdapat
cacat/penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan, istri tidak dapat
melahirkan keturunan. Pasal 58 melanjutkan dari pasal 57 yakni
tentang adanya persetujuan dari istri sebelumnya dan adanya kepastian
dari suami untuk memenuhi kehidupan istri-istri dan anak-anaknya.
Berdasarkan Pasal 59, Pengadilan Agama dapat memutuskan untuk
memberikan izin jika istri tidak mau memberikan persetujuannya dan
permintaan untuk mempertahankan lebih dari satu istri didasarkan
pada beberapa alasan yang disebutkan dalam Pasal 55, ayat 2 dan Pasal
57 setelahnya. musyawarah dan setelah mendengarkan pendapat isteri
yang bersangkutan di Pengadilan Agama, isteri atau suami dapat
mengajukan banding atau membatalkan putusan tersebut.

Poligami yang ilegal pernikahan yang dilakukan laki-laki yang
sudah menikah. dengan, seorang' perempuan 'tanpa idzin dari istri
pertama serta tidak tercatat oleh negara.

Pengadilan agama hanya akan memberikan izin kepada seorang
laki-laki yang beristri lebih dari satu karena alasan-alasan yang diatur
dalam Pasal 4 UU Perkawinan. Oleh karena itu, pengadilan pada
prinsipnya dapat mengizinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari
satu istri, jika para pihak menginginkannya. Pasal 58 (1) KHI
menyatakan: Selain ketentuan utama yang diatur dalam Pasal 55 (2)
Undang-Undang, ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 1

Tahun 1974 juga harus dipenuhi untuk mendapat persetujuan dari
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Mahkamah. Kewenangan pengadilan agama memberikan izin sehingga
persetujuan isteri yang tidak menghendaki keinginan suaminya untuk
poligami dapat diperoleh dari pengadilan agama. Lebih lanjut dari
isian pasal tersebut adalah sebagai berikut : “Dalam hal is